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MEWUJUDKAN EFEKIVITAS
PENERIMAAN DAERAH

Study KasusKabupaten Marauke

Ari Susanti, Marlina Manurung

HASIL penelitian dalam kasus ini menunjukan bahwa
efektifitas pengaruh DAL terhadap rasic belanja daerah
masih lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap belanja
daerah, Dalam penelitian ini tergambar koefisien DAL lebih
besar daripada keefisien PAD. Hal ini menunjulkdan bakwa
Kabupaten Marauke masih sangat tergantung dengan dana
yang dikucurkan oleh permerintah pusat, dan pemerintah
daerah Marauke belum sepenuhnya lepas dari ketergan-
tungan pada dana pemerintah pusat di dalam mengatur
rumah tangga daerahnya, Seliin itu selama pelaksanaan
otonomi daerah, data menunjukkan bahwa belum ada
perkembangan yang signifikan atas usaha pemerintah
Marauke untuk membangun kemandirian keuangan daerah.
Porsi PAD yang merupakan salah satu komponen
kemandirian daerah ternyata belum mampu ditingkatlan
cleh pemerintah daerah, apalagi untuk menutup
pembelanjaan pemerintah daerah.

Kata Kunci: DAL, PAD

BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Refarmasi  telah  membawa
signifikan terhadap pola kehidupan sosial, politik dan
ekonomi di Indonesia. Desentralisasi keuangan dan
otonomi daerah merupakan wujud reformasi yang

perubahan  yang

mengharapkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik
{good governance). Tata kelela permerintahan yang baik
ditandai dengan adanya transparansi dan akuntabilitas.
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memper-
oleh infermasi (Mardiasme, 2005: 18). Infermasi yang
berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung
dapat diperoleh oleh mercka yang membutuhkan. Se-
suai dengan teori agency, akuntabilitas publik (Mardias-
mo, 2005: 20) adalah kewajiban pihak pemegang amanah
(ogent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menya-
jikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas
dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada
pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan ke-
wenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
Sektor publik merupakan bagian yang mempunyai
peranan vital dalam hal pengelelaan keuangan negara.
Berbeda dengan sektor swasta yang bertujuan mencari
laba, sektor publik lebih ditujukan kepada pemenuhan
kebutuhan publik. Pendanaan dalam sektor publik
bersumber pada dana masyarakat, baik dari pajak atau
retribusi, biaya yang dikenakan atas jasa publik, laba
perusahaan milik negara, maupun sumber pendapatan
lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku Berlatar belakang hal tersebut, sektor
publik diharapkan dapat mengelola keuangan negara
dengan transparan dan mampu mewujudkan pelayanan
publik dengan standar pelayanan minimal.
Kontrol terhadap penggunaan dana publik wajib
dilakulan. Sepert di seltor swasta, cara untuk mengon-
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tral tersebut dilakukan salah satunya dengan menyusun
anggaran. Dalam sektor publik, anggaran yang disusun
bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara
(disingkat APBM untuk pemerintah pusat) dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (disingkat APBED untuk
pemerintah daerah). Anggaran tersebut agar dapat ber-
fungsi sebagaimana mestinya harus disusun dengan sung-
guh-sungzuh dan tidak semata-mata sebagai formalitas.
Dalam APBD dapat diketahui bahwa pendapatan
yang diperoleh daerah digunakan untuk membiayai
belanja daerah. Pendapatan sendiri dapat dibagi menjadi
dua kelompok besar, yaitu pendapatan yang diperoleh
dari usaha mandiri daerah (Pendapatan Asli Daerah-se-
lanjutnya disingkat dengan PAD) dan transfer dari pusat
yang disebut Dana Perimbangan (terdiri dari Dana Bagi
Hasil, Dana Alokasi Umum, dan DanaAlokasi Khusus).
Beberapa penelitian telah dilalukan guna menguiji
pengaruh pendapatan terhadap belanja daerah. Beberapa
di antaranya juga menguji kecenderungan pemerintah
daerah yang lebih menggantungkan diri pada transfer
dari pemerintah pusat (DanaAlokasi Umum-selanjutnya
disingkat dengan DAU) dibandingkan berupaya untuk
mengoptimalkan Pendapatan Asli Dacrahnya sendiri.
Abdullah dan Halim (2003) melakukan penelitian untuk
mengetahui pengaruh DAL dan PAD terhadap belanja
pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa/Bali
Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
secara terpisah DAU dan PAD berpengaruh signifikan
terhadap belanja daerah. Secara bersamaan DAU dan
PAD juga berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.
Sulistyawan (2004) mereplikasi penelitian Abdullah
dan Halim {2003) dengan sampel penelitian 65 Kabupaten/
Kota dari 80 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi
Sumatera Uhara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengloulu,
Sumatera Selatan, dan Lampung. Sulistyawan menguiji
pengaruh DALl dan PAD terhadap belanja pemerintah
daerah dengan menggunakan regresi sederhana dan
regresi berganda. Penelitian tersebut menunjuldan bahwa
DAU tahun yang bersangkutan dan DAU tahun
sebelumnya berpengaruh positif terhadap belanja daerah
tahun yang bersangkutan. Demikian juga PAD tahun yang
bersanghkutan dan FAD tahun sebelumnya berpengaruh
positif terhadap belanja daerah tahun yang bersanghutan.
Hal ini kensisten dengan hasil penelitian Abdullah dan
Halim (2003). Daya prediksi DAL tahun sebelumnya

terhadap belanja dacrah tahun yang bersangkutan kurang
baik daripada daya prediksi DAL tahun yang bersangkutan
terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Begitu
pula, daya prediksi PAD tahun sebelumnya terhadap
belanja daerah tahun yang bersangkutan kurang baik
daripada daya prediksi PAD tahun yang bersangkutan
terhadap belanja daerah tahun yang bersangkutan. Hasil
ini bertentangan dengan hasil penelitian Abdullah dan
Halim. Sedangkan prediksi terjadinya flypaper effect
menunjukkan bahwa pengaruh DAL tahun yang
bersangkutan dan DAL thun sebelumnya terhadap
belanja daerah tahun yang bersangkutan lebih besar
daripada pengaruh PAD tahun yang bersangkutan dan
PAD tahun sebelumnya terhadap belanja daerah tahun
yang bersangkutan. Hal ini konsisten dengan penelitian
Abdullah dan Halim (2003), yaitu terjadi flypaper effect.

Penelitian Ndadari dan Adi (2008) menguji apakah
ada kecenderungan perilaku asimetris Pemerintah
Kabupaten/ Pemerintah Kota terhadap transfer
pemerintah pusat yang diwujudkan dalam APBD.
Penelitian ini menggunakan sampel 41 Kabupaten' Kota
di Indonesia, yaitu daerah yang memiliki data-data
lengkap dan daerah yang tidak mengalami pemekaran.
Hasil penelitian mereka menunjukkan adanya perilaku
asimetris daerah dalam merespon transfer pemerintah
pusat. Pemerintah Daerah memperlihatkan adanya
perilaku asimetris dengan cara memanipulasi pengeluaran
pemerintah setinggi mungkin dengan tidak mengupa-
yakan maksimalisasi PAD agar nantinya dapat memper-
oleh bantuan berupa transfer pemerintah pusat.

Dari penelitian-penelitian di atas dapat diketahui
bahwa pendapatan berpengaruh terhadap belanja daerah
dan pemerintah daecrah mempunyai kecenderungan
untuk bergantung pada DAL dibandingkan mengopti-
malkan PAD nya. Berlatar belakang masalah tersebut,
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAL dan Pen-
dapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja pemerintah
daerah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia". Pene-
litian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya.
Perbedaan dari penelitian sebelumnya teretak pada
sumber data yang berbeda, yaitu website Badan Pe-
meriksa Keuangan Republik Indonesia (www . bpl.go.id)
dan data yang berupa Laporan Realisasi Anggaran
pemerintah daerah provinsi, kota, dan kabupaten di In-
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donesia yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia (selanjutnya disingkat BPK Rl) untuk
periode 2005-2008.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas,
maka masalah penelitian ini dirumuskan dalam perta-
nyaan penelitian berikut ini.
|.a. Apakah ada pengaruh DALI2008 terhadap Belanja

Daerah2008!?

b. Apakah ada pengaruh DALU2007 terhadap Belanja
Daerah2008!

c. Apakahada pengaruh DAUZ006 terhadap Belanja
Daerah2008!

d. Apakah ada pengaruh DALUZ00S terhadap Belanja
Daerah2008!

2.a. Apakah ada pengaruh PAD2008 terhadap Belanja
Daerah2008!

b Apakah ada pengaruh PAD200Y terhadap Belanja
Daerah2008!

¢ Apakah ada pengaruh PAD2006 terhadap Belanja
Daerah2008!

d  Apakah ada pengarubh PAD2005 terhadap Belanja
Dacrah2008?

3 Apakah pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah
lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap
Belanja Dacrah!

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk
mempereleh bulti empiris tentang hal-hal berikut ini.
L. Pengaruh DAL terhadap belanja pemerintah
daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.
pl Pengaruh PAD terhadap belanja pemerintah
daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.
3. Pengaruh DAU lebih besar daripada pengaruh
PAD terhadap belanja pemerintah daerah pro-

vinsi, kota, dan kabupaten di Indenesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi praktisi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontri-

busi pada pemerintah pusat dalam melakukan pengen-
dalian atas transfer dana yang dilakukannya lewat DAL
Penting bagi Pemerintah Pusat untuk lebih giatmengzali
informasi mengenai potensi daerah dalam mengopti-
malkan PAD-nya. Hal tersebut akan mendorong keman-
dirian daerah dalam pelaksanaan otonemi daerah. Bagi
Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan mampu
mendorong peranan Pemerintah Daerah dalam me-
ningkatkan potensi daerah dan meningkatkan PADnya.

pA Bagi akademisi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontri-
busi pada literatur akuntasi pemerintahan dengan peng-
ujian empirisnya terkait informasi yang relevan

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN
PENGEMBANGAN HIPOTESIS

A Landasan Teori

l. Laporan Realisasi Anggaran Daerah
Menurut Permendagri Mo. 13 tahun 2006 pasal
22, struktur APBD terdiri dari sebagai berikut.

l. PEMDAFATAMN DAERAH
Menurut Permendagr Mo, 13 tahun 2006 pasal
23, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang
melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekoui-
tas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun ang-
garan dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
Pendapatan daerah dapat dikelompeokkan sebagai berikut.
LL Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari sebagai
berikut ini.
I.1.1. Pajak daerah,
[.1.2Z. Retribusi dasrah,
I.1.3. Hasil pengelolaan kekayaan dacrah yang
dipisahkan yang mencakup sebagai berikut.
1.1.3.1. Bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik daerah/
BUMD,

1.1.3.2. Bagian laba atas penyertaan modal
pada perusahaan milik pemerin-
tah/BUMM, dan 25
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1.2.1.2. Bagi hasil bukan pajak.
1.1.3.3. Bagian laba atas penyertaan modal

pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.
I.1.4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah,

disediakan untuk menganggarkan peneri-

maan dacrah yang tidak termasuk dalam

jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan. Lain-lain pendapatan asli daerah

yang sah dirinci menurut objek pendapatan

yang mencakup.

I.1.4.1. Hasil penjualan kekayaan daerah
vang tidak dipisahkan,

I.1.4.2. Jasa giro,

l.1.4.3. Pendapatan bunga,

I.1.4.4, Penerimaan atas tuntutan ganti
kerugian daerah,

l.1.4.5 Penerimaan komisi, potongan
ataupun bentulk lain sebagai akibat
dari penjualan dan/ataupengadaan
barang dan/atau jasa oleh daerah,

I.1.4.6. Penerimaan keuntungan dari seli-
sih nilai tukar rupiah terhadap
mata uang asing,

I.1.4.7. Pendapatan denda atas keterlam-
batan pelaksanaan pekerjaan,

I.1.4.8. Pendapatan denda pajak,

[.1.4.9. Pendapatan denda retribusi,

1.1.4.10, Pendapatan hasil
ekselkusi atas jaminan

L1411, Pendapatan dari
pengembalian,
l.1.4.12. Fasilitas sosial dan fasilitas
umum,
1.1.4.13, Pendapatan dari
penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan, dan
[.1.4.14, Pendapatan dari
angsuran atau cicilan penjualan.
12 Dana Perimbangan.
Menurut Permendagri Me. |3 ahun 2006 pasal
27, dama perimbangan dibagi menjadi.

[.2.1. Dana Bagi Hasil (DBH), terdiri dari sebagai
berikut.
I.2.1.1. Bagi hasil pajak, dan
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5 perdidikan,
1.2.2. Dana Alokasi Umum (DAL, dan b. kesehatan,
I.23. Dana Alokasi Khusus (DAK)

13 Lain-lain pendapatan daerah yang mencakup.
1.3.1. Hibah, yaitu penerimaan daerah
yang berasal dari pemerintah negara
asing, badan/lembaga asing,
badan/lembaga internasional,
pemerintah,  badanflembaga  dalam
negeri atau perorangan. balk dalam
bentuk devisa, rupiah maupun barang
dan’ ataw jasa, termasuk tenaga ahli
dan pelatihan yang tidak perlu dibayar

kembali,
.32 Dana darurat dari pemerintah
dalam rangka penanggulangan

karbanfkerusakan akibat bencana alam,

1.3.3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi
kepada kabupaten/kota,

1.34. Dana penyesuaian dan dama ctonomi
khu- sus yang ditetapkan oleh
pemerintah, dan

1.3.5. Bantuan keuangan dari provinsi atau
dari pemerintah daerah lainnya.

2. BELANJA DAERAH

Menurut Permendagri Meo. 13 tahun 2006
pasal 23, belanja daerash meliputi  semua
pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekuitas dama, merupakan kewajiban
daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan
diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.
Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan wurusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan provinsi atau kabupaten atau kota yang
terdiri dar urusan wajib, urusan pilihan dan urusan
yang penanganannya dalam bagian atau bidang
tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara
pemerintah dan pemerintah daerah atau antar
pemerintah daerah  yang  ditetapkan  dengan
ketentuan perundang-undangan.

Belanja diklasifikasikan sebagai berikut.

u Urusan pemerintahan  terdiri  dari  belanja
urusan wajib dan belanja wrusan pilihan,
Belanja menurut urusan wajib mencakup.
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c. pekerjaan umum, h. pendidikan, dan

d. perumahan rakyat, i perlindungan sosial.

e, penataan ruang,

f. perencanaan pembangunan, u Urusan pemerintahan daerah, organisasi, pro-
g perhubungan, gram, kegiatan, kelompaok, jenis, obyek dan rincian
h. lingkungan hidup, obyek belanja mencakup hal-hal sebagai berikut.
i. pertanahan, a Belanja tidak langsung, terdiri dari hal-hal berikut
i kependudukan dan catatan sipil, ini,

k. pemberdayaan perempuan, . Belanja pegawai.

I. keluarga berencana dan keluarga sejahtera, Belanja pegawai merupakan belanja kom-
m.  sosial, pensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan,
n. tenaga kerja, serta penghasilan lainnya yang diberikan
o. koperasi dan usaha kecil dan menengah, kepada pegawai negeri sipil yang ditetap-
p- penanaman modal, kan sesuai dengan ketentuan perundang-
q. kebudayaan, undangan.

r. pemuda dan olah raga, [ ] Bunga.

5. kesatuan bangsa dan pelitil dalam negeri, Belanja bunga digunakan untule mengang-
t. pemerintahan umum, garkan pembayaran bunga utang yang dihi-
u. kepegawaian, tung atas kewajiban pokok utang {princi-
. pemberdayaan masyarakat dan desa, pal outstanding) berdasarkan perjanjian pin-
w. statistik, jaman jangka pendek, jangka menengah,
X arsip, dan dan jangka panjang,

¥. komunikasi dan informatika. ® Subsidi.

Belanja menurut urusan pilihan mencakup hal-
hal sebagai berikut.
a. pertanian,
kehutanan,
energi dan sumber daya mineral,
pariwisata,
kelautan dan perikanan, ®
perdagangan,
perindustrian, dan
transmigrasi.

T o o0 o

n Fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan
dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara
terdiri dari hal-hal sebagai berilkut

pelayanan umum,
ketertiban dan ketentraman,
ekonomi,

perumahan dan fasilitas umum,
kesehatan,

a.
b.
C
d. lingkungan hidup,
e
f.
E pariwisata dan budaya,

Belanja subsidi digunakan untule mengang-
garkan bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/embaga tertentu (perusahaan/
lembaga yang menghasilkan produk atau
jasa pelayanan umurm masyarakat) agar har-
ga jual produksifjasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat banyak.
Hibah.

Belanja hibah digunakan untuk mengang-
garkan pemberian hibah dalam bentuk
uang, barang danfatau jasa kepada peme-
rintah atau pemerintah daerah lainnya, dan
kelompok masyarakat/! perorangan yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntuk-
anrya. Hibah kepada pemerintah bertujuan
untuk menunjang peningkatan penyeleng-
garaan fungsi pemerintahan di daerah.
Hibah kepada perusahan daerah bertujuan
untuk menunjang peningkatan pelayanan
kepada masyarakat. Hibah kepada peme-
rintah daerah lainnya bertujuan untuk me-
nunjang peningkatan penyelenggaraan



pemerintahan daerah dan layanan dasar
umum. Hibah kepada badanflembaga/or-
ganisasi swasta danfatau kelompok masya-
rakat! perarangan bertujuan untuk me-
ningkatkan partisipasi dalam penyeleng-
garaan pembangunan daerah.

Bantuan sosial.

Bantuan sosial digunakan untuk mengang-
garkan pemberian bantuan dalam bentuk
uang danfatau barang kepada masyarakat
yang bertujuan untuk peningkatan kese-
jahteraan masyarakat

Belanja bagi hasil.

Belanja bagi hasil digunakan untuk meng-
anggarkan dana bagi hasil yang bersumber
dari pendapatan provinsi kepada kabu-
patenfkota atau pendapatan kabupaten/
kota kepada pemerintah desa atau penda-
patan pemerintah daerah tertentu kepada
pemerintah daerah lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk meng-
anggarkan bantuan keuangan yang bersifat
umum atau khusus dari provinsi kepada
kabupaten/kota, pemerintah desa, dan ke-
pada pemerintah daerah lainnya atau dari
pemerintah kabupaten/kota kepada peme-
rintah desa dan pemerintah daerah lainnya
dalam rangka pemerataan danfatau pe-
ningkatan kemampuan keuangan. Bantuan
keuangan yang bersifat umum peruntukan
danpenggunaannya diserahkan sepenuhnya
kepada pemerintah daerah/pemerintah
desa penerima bantuan. Bantuan keuangan
yang bersifat khusus peruntukan dan
pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh
pemerintah daerah pemberi bantuan,
Belanja tidak terduga.

Belanja tidak terduga merupakan belanja
untul kegiatan yang sifatnya tidak biasaatau
tidak diharapkan berulang seperti penang-
gulangan bencama alam dan bencana sosial
yang tidak diperkirakan sebelumnya, ter-
masuk pengembalian atas kelebihan
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penerimaan daerah tahun-tahun sebelum-
nya yang telah ditutup. Kegiatan yang ber-
sifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat
dalam rangka pencegahan gangguan ter-
hadap stabilitas penyelenggaraan pemerin-
tahan demi terciptanya keamanan, keten-
traman dan ketertiban masyarakat di
daerah.

b. Belanja langsung,

Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan
terkait secara langsung dengan pelaksanaan program
dan kegiatan. K.elompok belanja langsung terdiri dari
hal-hal berikut ini

o Belanja pegawai.

Belanja pegawai untuk pengeluaran hono-
rarium/upah dalam melaksanakan program
dan kegiatan pemerintahan daerah.

Q Belanja barang dan jasa.

Belanja barang dan jasa digunakan untul
pengeluaran pembelian/pengadaan barang
yang nilai manfaatnya kurang dari |2
(duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa
dalam melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan daerah,

s Belanja modal.

Belanja modal digunakan untuk pengeluar-
an yang dilakukan dalam rangka pembelian/
pengadaan atau pembangunan aset tetap
berwujud yang mempunyai nilai manfaat
lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digu-
nakan dalam kegiatan pemerintahan, se-
perti dalam bentul tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi
dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

3. PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Permendagri Mo, 13 tahun 2006 pasal
23, pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan
untuk menutup defisit atau untule memanfaatkan sur-
plus. Surplus APBED terjadi apabila anggaran pendapatan
daerah diperkirakan lebib besar dari anggaran belanja
daerah. Defisit terjadi apabila anggaran pendapatan daerah
diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.




FUMNGS AMALISA RASIO UNTUK MEWLILIDKAN EFEKIVITAS PENERIMAAN DAERAH Study Kasus Kabupaten Marauke

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan
pembiayaan mencakup:

a sisa lebik perhitungan anggaran tahun anggaran
sebelumnya (SiLPA),

pencairan dana cadangan,

hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
penerimaan pinjaman daerah,

penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan

~ponE

penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:
pembentukan dana cadangan,

penerimaan modal (investasi) pemerintzh daerah,
pembayaran polol utang, dan

pemberian pinjaman daerah.

op oW

Secara lebih sederhana, Struktur APBD dapat
dirinei sebagai berikut ini.
L PENDAPATAN
[.I. Pendapatan Asli Daerah
[.1.1. Pajak Daerah,
I.1.2. Retribusi Daerah,
[.1.3. Bagian Laba Usaha Daerah, dan
[.1.4. Laindain Pendapatan Asli Daerah.
.22 Dana Perimbangan

[.2.1. Bagi Hasil Pajak dan Bukan Fajak,
1.2.2 Drana Alokasi Umum, dan
1.2.3. Dana Alokasi Khusus.

I.3.  Lain-lain Pendapatan yang sah
[.3.1. Hibah,
[.3.2. Dana Darurat,
|.3.3. Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerin-
tah Daerah Lainnya,
[.3.4. Dana penyesumian dan dana OTSUS, dan
[.3.5. Bantuan keuangan dari Provinsi atau
Pemda lainnya.
i BELAM]A
21.  Belanja Administrasi Umum,
22,  Belanja Operasi dan Pemeliharaan,
23. Belanja Medal,
24 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan, dan
25  Belanja Tidak Tersangka.
3 PEMBIAYAAN

3.1.  Penerimaan Pembiayaan, dan
32  Pengeluaran Pembiayaan.

2 Dana Alokasi Umum

Menurut UL Mo, 25 tahun 1999, DAU adalah
dana yang berasal dari APBMN yang dialekasikan dengan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah
untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam
rangka pelaksanaan desentralisasi.

DAL ditetapkan minimal 25% dari penerimaan
Dalam Megeri. 10% untuk DAU daerah provinsi, 90%
untuk DAL daerah kabupaten/kota.

DAL Provinsi = jml DAL selurub provinsi x bobot
daerah provinsi yang bersangkutan bobot seluruh daerah
provinsi

DAU Kab/Kota = jml DAU seluruh kablkota x
bebot daerah kabfkota wyang bersangkutan bobot
seluruh daerah kab/kota

Menurut UL Mo, 32 tahun 2004, DAU adalah
dana yang bersumber dari APEM yang bertujuan untuk
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang
dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemam-
puan keuangan antar daerah melalui penerapanformula
yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah,

3. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UL Mo.25 tahun 1999, PAD merupakan
semua penerimaan daerah yang berasal dari potensi sum-
ber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber PAD meli-
puti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil per-
usahaan milik dacrah dan hasil pengelolaan kekayaan
daerah lainnya yang dipisahkan, lin-lain pendapatan asli
daerah yang sah. Pajak Daerah merupakan pendapatan
dacrah yang berasal dari pajak. Retribusi Dacrah
merupakan pendapatan daerah yang berasal dari
retribusi daerah. |enis pendapatan yang berasal dari pajak
daerah dan retribusi daerah berdasarkan

LU Mo, 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, dirinci menjadi sebagai berikut.

a Pajak Provinsi, yang terdiri atas hal-hal berikut

Ini.

* Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan
di atas air.

. Bea balik nama kendaraan bermotor

(BBMKB) dan kendaraan di atas air.
L Fajak bahan bakar kendaran bermotor.
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. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air
bawah tanah dan air permukaan.
b. Pajak Kabupaten/ lota, yang terdiri atas sebagaiberikut
. Pajak Hatel.
. Pajak Restoran.
= Pajak Hiburan.
. Pajak Reklame.
. Pajak penerangan Jalan.
. Pajak pengambilan Bahan Galian Gelengan C.
. Pajak Farkir.

c. Retribusi, yang terdiri atas sebagai berikut.
. Retribusi Jasa Umum.
. Retribusi Jasa Usaha.
. Retribusi Perijinan Tertentu.

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelola-
an kekayaan milik daerah lainnya yang dipisahkan meru-
pakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusa-
haan milik daerah dan pengelelaan kekayaan daerah yang
dipisahkan. Pendapatan ini terdiri atas hal-hal berikut ini,

: Bagian laba perusahaan milik daerah.

. Bagian laba lembaga keuangan bank.

. Bagian laba lembaga keuangan non bank,

o Bagian laba ataspernyataan modal/investasi

Sedangkan lain-lain PAD yang sah merupakan pene-
rimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik permerintah
daerah. Pendapatan ini terdini atas sebagai berikut.

. Hasil penjualan aset daerah yang tidak
dipisahkan.

. Penerimaan jasa giro.

. Penerimaan bunga deposito.

¢ Denda keterfambatan pelaksanaan pekerjaan,

. Penerimaan ganti rugi atas kerugian/

kehilangan kekayaan dacrah.

Menurut UL Mo, 32 tahun 2004, PAD adalah
pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah,
hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang
sah yang bertujuan untul. memberikan keleluasaan kepada
daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan
octonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi

4. Belanja Daerah

Semua penerimaan dari rekening kas umum dae-
rah, yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban

daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah adalah
pengeluaran yang dilakukan ocleh Pemerintah Daerah
untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya
kepada masyarakat dan pemerintahan di atasnya
(pemerintah provinsi dan pemerintah pusat). Belanja
dacrah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam
pericde tahun anggaran tertentu yang menjadi beban
dasrah. Oi dalam APBD belanja digolongkan menjadi
lima kelempeak berikut ini.

a. Belanja administrasi umum.

Belanja Administrasi umum adalah semua penge-
luaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan secara
langsung dengan aktivitas atau pelayanan publik. Kelompok
belanja administrasi umum terdiri atas empat jenis.

i Belanja pegawai.

Belanja pegawai merupakan pengeluaran pe-

merintah daerah untuk erang/personal yang tidak

berhubungansecaralangsungdengan aktivitas atau
dengan kata lain merupakan biaya tetap pegawai.
il Belanja barang.

Belanja barang merupakan pengeluaran peme-

rintah daerah untuk penyediaan barang dan jasa

yang tidak berhubungan langsung dengan pela-
yanan publik
. Belanja perjalanan dinas.

Belanja perjalanan dinas merupakan pengeluaran

pemerintah untuk biaya perjalanan pegawai dan

dewan yang tidak berhubungan secara langsung
dengan pelayanan publik.
i, Belanja pemeliharaan.

Belanja pemeliharaan merupukan pengeluaran

pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang

darah yang tidak berhubugan secara langsung
dengan pelayanan publik.

b. Belanja operasi, pemeliharaan sarana, dan pra-
sarana publil.

Belanja operasi, pemeliharaan sarana, dan pra-
sarana publik merupakan semua pengeluaran pemerintah
daerah yang berhubungan dengan altivitas atau pelayanan
publik. Kelompok belanja terdiri atas sebagai berikut ini.
i Belanja pegawai.

Belanja  Pegawai

merupakan  pengeluaran

pemerintah daerah untuk crang/personal yang
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berhubungan langsung dengan suatu aktivitas atau
dengan kata lain merupakan belanja pegawai yang
bersifat variabel.

ii. Belanja barang.
Belanja barang merupakan pengeluaran pemerin-
tah daerah untuk penyediaan barang dan jasa yang
berhubungan langsung dengan pelayananpublic.

iii. Belanja perjalanan.
Belanja perjalanan merupakan pengeluaran
pemerintah daerah untuk biaya perjalanan
pegawai yang berhubungan langsung dengan
pelayanan publik.

iv.  Belanja pemeliharaan.
Belanja pemeliharaan merupakan pengeluaran
pemerintah daerah untuk pemeliharaan barang
darah yang mempunyai hubugan langsung dengan
pelayanan publik.

c. Belanja Modal
Belanja Meodal merupakan pengeluaran pemerin-
tah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran
dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan
selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin
seperti biaya operasi dan pemeliharaan. Belanja modal
terdiri atas berikut ini.
i. Belanja publik.
Belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara
langsung aleh masyarakat umum,
ii. Belanja aparatur.
Belanja yang manfaatnya tidak sccara langsung
dinikmati oleh masyarakat, tetapi dirasakan lang-
sung cleh aparatur.

d. Belanja Transfer.

Belanja Transfer merupakan pengalihan vang dari
pemerintah daerah kepada pihak ketiga tanpa adanya
harapan untuk mendapatkan pengembalian imbalan
maupun keuntungan dari pengalihan uang tersebut.

Belanja ini terdiri atas sebagai berikut.

i. Angsuran pinjaman.
ii. Dana bantuan
iii. Dana cadangan.

e Belanja Tak Tersangka
Belanja Tak Tersangka merupakan pengeluaran

yang dilakukan aleh pemerintah dagrah untuk membiayai
kegiatan-kegiatan tak terduga dan kejadian-kejadian luar
biasa.

5.  Website Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia {www.bpk.go.id)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
mempercepat proses perpindahan informasi. Semua
informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dewasa ini
sangat mudah dipercleh dengan menggunakan media
internet Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indone-
sia menggunakan media ini untuk dapat melaporikan hasil
pemeriksaan keuangannya terhadap provinsi, kota, dan
kabupaten yang ada di seluruh penjuru Indonesia. BPK
Rl membuat sebuah website yang bukan saja berisi
aktivitas pemeriksaan BPK namun juga aktivitas-aktivitas
BPK yang lain, termasuk isu-isu yang sedang berkembang
tentang perekeonomian Indonesia,

Pada
www.bpk.go.id, dapat dibaca laporan hasil pemeriksaan
keuangan daerah. Laporan hasil pemeriksaan tersebut
terbagi menjadi dua semester. Masing-masing semester
berisi laporan keuangan daerah yang telah diaudit
beserta pendapat atau opini yang diberikan. Masyarakat

salah satu menu halaman website

yang membutuhkan, dapat mengunduh data tersebut
secara cuma-cuma dan mempergunakannya untul tujuan
tertenty seperti penelitian dan sebagainya.

B Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh DAU terhadap Belanja Dae-
rah Provinsi, Kota, dan Kabupaten di In-
donesia.

Kesiapan setiap daerah dalam menghadapi
otonomi berbeda-beda. Bagi daerah yang kaya akan
sumber daya, kesiapannya tentu lain dengan daerah yang
miskin sumber daya. Dengan adanya kebijakan otonomi
daerah, bagi daerah-daerah yang memiliki potensi
sumber daya yang dapat diandalkan, baik sumber daya
manusia maupun sumber daya alam, kebijakan ini
disambut baik, mengingat lepasnya campur tangan
pemerintah akan memberikan kesempatan yang lebih
cepat untuk meningkatkan kesejahteraannya (Adi, 2005).
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Berbeda dengan daerah yang tidak memiliki potensi yang
memadai, kebijakan ini akan memberatkan karena dae-
rah tersebut akan kesulitan membiayai belanja mereka.
Wirawan dan Adi (2007) telah melkukan penelitian
dan membuat peta kemampuan keuangan daerah sebe-
lum maupun setelah otonomi. Peta keuangan dacrah
sebelum otonomi dimaksudkan untuk mengetahui
persiapan kewangan daerah dalam rangka menghadapi
otonomi daerah. Parameter yang digunakan adalah
perhitungan dan analisis kinerja

PAD melalui ukuran share. Share merupakan rasio
PAD terhadap total belanja daerah. Penelitian tersebut
menyebutkan hanya || daerah yang memiliki kondisi
ideal dan siap memasuki era otonomi dari 98 daerah
yang diteliti.

Perbedaan kesiapan antar daerah tersebut yang
akhirnya melahirkan kesenjangan horizontal antar
pemerintah daerah dan kesenjangan vertikal antara
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sebagai
solusi, pemerintah menetapkan alokasi transfer dana.
Salah satu dari wujud alokasi transfer dana adalah Dana
Alokasi Umum (DAU). DAL adalah dana yang berasal
dari APEM yang dialekasikan dengan tujuan pemerataan
kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai
kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Daerah yang mempunyai kapasitas fiskal
tinggi akan mendapat pasokan dana yang lebih kecil
daripada daerah yang kapasitas fiskalnya rendah begitu
sebaliknya. Masalah muncul ketika transfer dar pusat
ini direspon berbeda aleh pemerintah daerah.
Pemerintah Daerah justru menjadi tergantung pada
kucuran dana dari pusat tersebut. Untuk mengetahui
sejauh mana pengaruh DAU terhadap belanja dacrah,
Abdullah dan Halim (2003} melakukan penelitian yang
hasilmya menunjukkan adanya pengaruh pasitif DAU
terhadap belanja daerah, baik tanpa lag maupun dengan
lag. Penelitian tersebut didukung dengan penelitian
Sulistyawan (2004) yang hasilnya konsisten dengan hasil
penelitian Abdullah dan Halim. Dari uraian di atas, peneliti
akan melakukan pengujian tentang pengaruh DAL
terhadap belanja daerah tanpa lag maupun dengan lag |
tahun sampai 3 tahun. Hipotesis dirumuskan sebagai
berikut ini.

Hla DAU2008 berpengarubh  terhadap Belanja

Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di In-

donesia.

Hib : DAU2007 berpengaruh terhadap Belanja
Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di In-
donesia.

Hlc : DAU200S berpengaruh terhadap Belanja
Daerah2008 provinsi, keta, dan kabupaten di In-
donesia.

Hid : DAU200S berpengaruh terhadap Belanja

Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di In-
donesia.

1 Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah
Provinsi, Kota, dan Kabupaten di Indonesia
Pemberlakuan otonomi daerah pada tahun 2000

telah membawa dampak yang besar terhadap pereko-

nomian daerah. Dalam TAP MPR MNeolV/MPRZ000
ditegaskan sebagai berikut.

“Kebijakan desentralizasi Dacrahdiarahkan untuk

mencapai peningkatan pelayanan publilk dan pengem-
bangan kreatifitas Pemda, keselarasan hubungan antara
Fusat dan Daerah serta antar daerah itu sendiri dalam
kewenangan dan keuangan untuk menjamin peninglkatan
rasa kebangsaan, demeokrasidankesejahteraanserta pen-
ciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian Daerah,"”

Pemerintah daerah akhirmya mempunyai kele- luasaan

dalam meningkatkan kreatifitas untuk menggali potensi

yang tidak mungkin dilakukan sebelum otonomi
diberlakukan. Semua potensi daerah diupayakan dan
dikembangkan agar dapat menghasilkan PAD yang dapat
membantu untuk menutup belanja dacrah. PAD
merupakan semua penerimaan daerah yangberasal dari
potensi sumber daya yang ada di daerah. Sumber-sumber

PAD meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah,

hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelelaan

kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi
daerah mempunyai proporsi terbesar dalam komponen

PAD, sehingga muncul anggapan bahwa PAD identik
dengan pajak dan retribusi daerah.

Salah satu hasil penelitan Haryanto (2004)
dinyatakan bahwa masih rendahnya kemampuan PAD
yang dihasilkan daerah terkait dengan kewajibannya
untuk membiayai pengeluaran rutin. Hanya 5 provinsi
dan 4 kabupaten dan kota di Indenesia yang memiliki
PAD lebih besar daripada kewajiban pembiayaan
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pengeluaran rutin di tabhun 2000, Kurangnya kemampuan
daerah dalam memaksimalkan potensi PADnya
menjadikan daerah cenderung memiliki ketergantungan
pada sumber pendanaan yang lain, yaitu DALL Beberapa
penelitian lain telah dilakukan untuk menguji pengaruh
PAD terhadap belanja daerah. Pencligan Abdullah dan
Halim (2003} menunjukkan adanya pengaruh PAD
terhadap belanja daerah. Penelitian Sulistyawan (2004)
juga mendukung hasil penelitian tersebut. Dari uraian
di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut ini.
HZa: PAD2008 berpengaruh terhadap Belanja Daerah
2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

Hib: PAD2007 berpengaruh terhadap Belanja Daerah
2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia,

H2c : PAD200& berpengaruh terhadap Belanja Daerah
2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

Hid : PAD200S berpengaruh terhadap Belanja Daerah

2008 provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia.

i Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah
Provinsi, Kota,dan Kabupaten di Indonesia

Dacrah-dacrah di Indenesia masih menunjukkan
ketergantungan yang sangat besar besar terhadap
pemerintah pusat Adi (2008) mengindikasikan bakwa
ada kecenderungan untuk tetap mempertahankan
(bahkan meningkatkan) transfer dari pemerintah pusat
yang jumlahnya sangat besar, yaitu DALUL BPS (2004)
dalam Adi (2008) menyatakan ada beberapa faktor yang
menyebabkan semakin kecilnya kontribusi PAD terhadap
total belanja yaitu sebagai berikut
.. masih adanya sumber pendapatan potensial yang

dapat digali oleh Pemda akan tetapi berada di

luar wewenang Pemda.

1 rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat
yang tercermin dalam pendapatan per kapita,

3 kurang mampunya Pemda dalam menggali
sumber-sumber pendapatan yang ada.

Penelitian tentang pengaruh DAU yang lebib kuat
daripada PAD terhadap belanja daerah telah beberapa
kali dilakukan.WYirawan danAdi (2007) memberikan fakta
empiris tidak adanya peningkatan share PAD terhadap
belanja daerah. Penelitian Abdullah dan Halim (2003)
menunjukkan bahwa pengaruh DAL lebih besar daripada

PAD rerhadap belanja daerah. Penelitian Sulistyawan

{2004) juga menunjukkan hasil serupa. Dari uraian di atas

dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut ini.

H3: Pengaruh Dana Alekasi Umum terhadap belanja
pemerintah daerah provinsi, keta, dan kabupaten
di Indonesia lebih besar daripada pengaruh Pen-
dapatan Asli Daerah terhadap belanja pemerintah
daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indenesia.

BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian
terdahulu. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh
Abdullah dan Halim (2003), Sulistyawan (2004) dan
Mdadari dan Adi (2008), Perbedaan penelitian ini dengan
penelitian terdahulu terletak pada sumber data yang
berbeda danm data yang berupa Laporan Realisasi
Anggaran pemerintah daerah provinsi, kota, dan
kabupaten di Indonesia yang telah diaudit BPK Rl untuk
pericde 2005-2008.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data
sekunder adalah data yang telah dikumpulkan cleh para
peneliti, data yang diterbitkan dalam jurnal statistik dan
lainnya, dan informasi yang tersedia dari sumber publilcasi
atau nonpublikasi entah di dalam atau luar organisasi,
semua yang dapat berguna bagi peneliti (Sekaran, 2006).
Dalam penelitian ini, data diambil dari laporan realisasi
anggaran yang diterbitkan di www.bpk.go.id. Laporan
realisasi anggaran tercantum di dalam laporan keuangan
auditan BPK Rl. Laporan keuangan auditan BPK Rl yang
digunakan hanyalah laporan kewangan yang mempercleh
pendapat wajar dan pendapat wajar dengan pengecualian.
Laporan dengan kedua pendapat tersebut diharapkan me-
muat data yang lebih dapat diandalkan karena telah diaudit
oleh BPK Rl dan mendapat opini yang baik sehingga layak
untuk dijadikan data penelitian. Periode waktu dibatasi
pada data laporan keuangan auditan tahun 2005-2008,

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini
diunduh mulai tanggal | Mei 2009 dan selesai pada tanggal
30 Mei 2009, Menurut waktunya, penelitian ini
merupakan penelitian gabungan antara times series
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(penclitian dengan menggunakan dimensi satu waktu)
dan cross section (penelitian dengan menggunakan

beberapa objek penelitian).

B. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambil-
an Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono, 2002). Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh laporan realisasi anggaran provinsi, kota, dan
kabupaten di Indonesia yang telah diaudit BPK R tahun
2005-2008.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik
yang dimililki aleh populasi tersebut ({Sugiyono 2002, 73).
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah
provinsi, kota dan kabupaten yang mempunyai laporan
keuangan auditan BPK Rl dengan pendapat wajar dan
pendapat wajar dengan pengecualian untuk periode
pemeriksaan tahun 2005-2008, |adi, kriteria sampel yang
digunakan aleh pencliti adalah berikut ini.

I Laporan keuangan provinsi, kota, dan kabupaten
yang terdapat di website BPK Rl periode
pemeriksaan BPK Rl tahun 2005-2008.

2, Memperoleh pendapat wajar dan pendapat wajar
dengan pengecualian dari BPK RIL

i Memiliki data yang lengkap, tidak rusak, dapat
diunduh dengan sempurna, dan dinyatakan sebagai
hasil pemeriksaan laporan keuangan cleh BPK RI
Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh

pencliti adalah purposive sampling. Teknil sampling
bertujuan ini dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama
menentukan provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia
yang laporan realisasi anggarannya diterbitkan dalam
website BPK. Rl.Tahap kedua, menentukan provinsi, kota
dan kabupaten di Indonesia yang laparan realisasi
anggarannya mempercleh pendapat wajar dan pendapat
wajar dengan pengecualian dari BPIX Rl. Tahap ketiga
menyeleksi provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia
yang mempunyai data DAL, PAD, dan belanja daerah
yang lengkap, serta menghilangkan daerah yang mem-
punyai nilai DAL, PAD, dan belanja daerah yang sangat
ekstrim. Milai DAL, PAD, dan belanja daerah yang me-

miliki perbedaan yang sangat ckstrim akan mengganggu
normalitas data sehingga data tersebut harus dihilangkan.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data sekunder yaitu data laporan realisasi anggaran yang
tercantum di dalam laporan kewangan auditan BPK. Rl
periode 2005-2008. Laporan yang digunakan hanyalah
laporan keuangan yang mempercleh pendapat wajar
dan pendapat wajar dengan pengecualian Laporan
keuangan auditan BPK Rl tersebut diunduh dari website
BPK R yaitu www.bpl.go.id.

D. Variabel dan Definisi OperasionalVariabel

Dalam penelitian ini, terdapat tiga variabel yang
akan diuji pengarubnya, yaitu DAU, PAD, dan belanja
pemerintah daerah, Ketiga variabel tersebut digolongkan
menjadi dua kelompok sebagai berikut

I WVariabel terikat (dependent variable).

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi
perhatian utama peneliti (Sekaran, 2006).Varibel terikat
dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah (BD). Total
Belanja Daerah yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan realisasi total belanja yang terdapat dala
laporan realisasi anggaran daerah periode 2005-2008.
Totl belanja daerah tersebut meliputi semua kempenen
belanja, yaitu belanja aparatur dan belanja publik. Belanja
aparatur terdiri dari belanja administrasi umum, biaya
operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal. Belanja
publik meliputi belanja administrasi umum, biaya operasi
dan pemeliharaan, belanja modal, belanja bagi hasil dan
bantuan keuangan, dan belanja tidak tersangka.

2 Variabel bebas (independent variabel)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi
variabel terikat, entah secara positif atau negatif. Ada
dua varibel bebas dalam penelitian ini yaitu Dana Alokasi
Umum (DAL} dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Milai
DAL adalah realisasi DAL yang terdapat dala laporan
realisasi anggaran daerah periode 2005-2008.Total PAD
adalah realisasi total PAD yang terdapat dala laporan
realisasi anggaran daerah pericde 2005-2008.Total PAD
meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan




FUMNGS AMALISA RASIO UNTUK MEWLILIDKAN EFEKIVITAS PENERIMAAN DAERAH Study Kasus Kabupaten Marauke

milik daerah dan hasil pengelolaan bagian laba perusahaan
milik daerah, dan lain-kin PAD yang sah.

E. Metode Analisis Data

Alat analisis statistik yang digunakan dalam peneliti-
an ini adalah regresi sederhana dan berganda (multible re-
gression). Regresi sederhana dilakukan tanpa lag maupun
dengan lag | tahun sampai 3 tahun. Regresi berganda digu-
makan untuk melihat pengaruh seluruh variabel independen
yang ada (DAL dan PAD) terhadap belanfa daerah secara
bersama. Data diolah dengan bantuan seftware SPSS (Sta-
tistical Product and Service Soflution) version | 1.5 for'Windows.
Model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut.

Untuk menjawab Hipotesis la sampai dengan 1d
Belanja Daerah = a + b Dana Alokasi Umum + &
Untuk menjawab Hipotesis 2a sampai dengan 2d
Belanja Daerah = a + b Pendapatan Asli Daerah + &
Untuk menjawab Hipotesis 3

Belanja Daerah = a + b Dana Alokasi Umum + ¢
Pendapatan Asli Daerah + &

Model penelitian untuk melihat pengaruh Dana
Alokasi Umum terhadap belanja daerah dapat digam-
barkan sebagai berikut.

Drana Alokas: Umum

| Belanga Dacrab

Gambar |
Model Penelitian Pengujian Hipotesis Pengaruh
DAU terhadap Belanja Daerah

Maodel penelitian untuk melihat pengaruh Penda-
patan Asli Daerah terhadap belanja daerah dapat digam-
barkan sebagai berikut.

Pendopatan ash Dacrah

Belunja Dacrab

Gambar 2
Model Penelitian Pengujian Pengaruh PAD
terhadap Belanja Daerah

Madel penelitian untuk melihat pengaruh Dana
Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap
belanja daerah dapat digambarkan sebagai berikut,

Dana Alokast Umurm

Belanja Daerah

Pendapatan asli Daerah |~

b

Gambar 3
Model Penelitian Pengujian Hipotesis Pengaruh
DAU lebih besar daripada pengaruh PAD
terhadap Belanja Daerah

Tahap analisis data adalah sebagai berikut ini.
I Analisis Deshriptif Statistik

Penggambaran data untuk mengetahui N (ba-
nyaknya data yang diolah), nilai minimum dan maksimum
data, nilai tengah atau rerata, dan deviasi standar masing-
masing variable penelitian.

2. Uji Asumsi K lasik
a Uji Mormalitas

Uji Normalitas (Ghozali, 200& 110) bertujuan
untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel
pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bah-
wa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asum-
si ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk
jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi
apakah residual berdistribusi nermal atau tidak, yaitu
dengan analisis sebagai berikut.

i Analisis grafik.

Dilakukan dengan cara melihat grafik histogram
yang membandingkan antara data observasi dengan dis-
tribusi yang mendelati distribusi narmal. Cara lain untuk
uji normalitas dengan analisis grafik adalah dengan me-
lihat normal prebability plot yang membandingkan dis-
tribusi kumulatif dari distribusi normal. Dasar pengam-
bilan keputusan adalah sebagai berilut.

. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan
mengikuti arah garis diagonal atau grafik histo-
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gramnya menunjukkan pala distribusi narmal, maka
model regresi memenuhi asumsi normalitas.

. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau
tidak mengikuti arah garis diagomal atau grafik
histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi
normal, maka madel regresi tidak memenuhi
asumsi normalitas.

ii. Analisis statistik
Menurut Ghozali (2006: 112), uji nermalitas de-

ngan grafik dapat menyesatkan kalau tidak hati-hati se-

cara visual kelihatan nermal, padahal secara statistik bisa
sebalilnya. Maka perlu didukung dengan adanya uji sta-
tistik sederhana dengan cara melihat nilai kurtosis dan
skewness dari residual ataupun dengan menggunakan
uji Kelmogorev-Smirnoy. Data dikatakan berdistribusi
normal apabila kurtosis dan skewness mendekati nol.

Dalam uji Kolmogorov-Smirnav, data dikatakan

berdistribusi normal apabila lebih besar daripada angka

signifikansi 0,05 begitu pula sebaliknya.

b Uji Multikelonieritas
Uji Multikelonieritas (Ghozali, 2006; 91} bertu-

juan untuk menguji apakah medel regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen).
Maodel regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi
di antara variabel independen. Jika variabel independen
saling berkorelasl, maka variabel-variabel ini tidak
ortogonal Mariabel ortogonal adalah variabel independen
yang nilai korelasi antar sesama wariabel independen
sama dengan nol. Cara untuk mendeteksi ada atau
tidaknya multikelinieritas di dalam model regresi adalah
sebagai berikut ini.

i Milai R* yang dihasilkan aleh suatu estimasi madel
regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara indi-
vidual variabel-variabel independen banyak yang
tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

i Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel in-
dependent. Jika antar variabel independen ada
korelasi yang cukup tinggi {(umumnya di atas 0.90),
maka hal ini merupakan indikasi adanya multike-
linieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar
variabel independen tidak berarti bebas dari mul-
tikolinieritas. Multikalinieritas dapat disebabkan
karena adanya efek kombinasi dua atau lebih
variabel independen.

iL. Multikalinieritas dapat juga dilikat dari hal-hal
berikut ini.
. Milai tolerance dan lawannya,
. Varianee inflation factar (VIF)
Milai cuteff yang umum dipakai untuk menun-
jukkan adamya multikolinieritas adalah nilai tolerance <

0.10. atau sama dengan nilai VIF = |0.

c Uji Autekerelasi

Uji autokorelasi (Ghozali, 2006: 95) bertujuan
menguji apakah dalam medel regresi liniear ada korelasi
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pengganggu pada periede t-1 (sebelumnya).
Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem aute-
korelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang
berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.
Masalah ini timbul karena residual (kesalahan penggang-
gu) tidak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya.
Urntule mendeteksi ada tidaknya autokerelasi dapat digu-
nakan uji Runs-Test. Dalam uji Runs-Test data dikatakan
bebas autokorelasi kalau signifikansinya lebih dari 0.05,

d Uji Heteroskedastisitas

Uji Hetercskedastisitas (Ghozali, 2006: 105)
bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain berbeda maka disebut
Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak
terjadi Heteroskesdatisitas. Terjadi tidaknya heteroske-
dastisitas dapat dilihat dari grafik scaotterplot. Dasar
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut
. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada

membentuk pola tertentu yang teratur (berge-

lombang, melebar kemudian menyempit), maka
mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik
menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada
sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

F. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggu-
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nakan uji regresi linier berganda (multiple regression).
Hipotesis diterima jika probabilitas < 0,05. Langkah-lang-
kah pengujian hipotesis dilakukan sebagai berikut ini.

. Menentukan hipotesis yang dirumuskan sebagai
berikut ini.

DAL2008 tidak berpengaruh terhadap
Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten
di Indonesia, atau Hola=a = 0.
HAla: DAU2008 berpengaruh terhadap Belanja
Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di In-
donesia, atau HAla=a '(Q.

b Holb : DAUZ007 tidak berpengaruh terhadap
Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten

a Hola :

di Indonesia, atau Holb=a = (.
HAIb : DALI2OOT berpengarub terhadap Belanja
Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di In-
donesia, atau HAlB=a"' 0.

c Holc : DAU2006 tidak berpengaruh terhadap
Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten
di Indonesia, atau Holc =a =10.
HAlc: DAU2006 berpengaruh terhadap Belanja
Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di In-
donesia, atau HAle =a ' 0.

d Held : DAU2005 tidak berpengaruh terhadap
Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten
di Indonesia, atau Hold=a = 0.
HAd : DAUZ200S berpengarub terhadap Belanja
Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di In-
donesia, atau HAald=a ' 0.

3 Ho2a : PAD200E tidak berpengaruh terhadap
Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten
di Indonesia, atau Ho2a=a = 0.
HA2a : PAD2008 berpengaruh terhadap Belanja
Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di In-
donesia, atau HA2a=a'0

f Holb : PAD200Y tidak berpengaruh terhadap
Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten
di Indonesia, atau He2b=a = 0.
HA2b : PAD2007 berpengaruh terhadap Belanja
Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di In-
donesia, atau HAZb=a' 0.

E Ho2c : PAD2006 tidak berpengaruh terhadap
Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten
di Indonesia, atau Holc =a = 0.

Hale : PAD2006 berpengarub terhadap Belanja
Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di In-
donesia, atau HAZc=2a ' 0.

h Held : PAD2005 tidak berpengarub terhadap
Belanja Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten
di Indonesia, atau Ho2d =a=0.

HAZd : PAD200S berpengaruh terhadap Belanja
Daerah2008 provinsi, kota, dan kabupaten di In-
donesia, atau HA2d =a ' 0.

i He3 : Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap
Belanja pemerintah daerah provinsi, keta. dan
kabupaten di Indonesia lebih besar daripada
pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap
Belanja pemerintah dacrah provinsi, kota, dan
kabupaten di Indonesia.

Menentukan tingkat signifikansi a sebesar 0,05.
Menentukan kriteria penerimaan hipotesis dan
penarikan kesimpulan hipotesis,

Jika p < a maka Ho ditolak, dan H, diterima. Jika
p < amaka Ho tidak ditolak, dan H, ditalak,

BAB IV
ANALISIS DATA

A. DESKRIPSI DATA
L. Pengumpulan dan Penentuan Sampel

Fenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh
DAU dan PAD terhadap belanja daerah. Sumber data
yang digunakan ocleh peneliti berasal dari website BPK
{www . bpk.go.id). Data tersebut berupa laporan realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah
diaudit oleh BPK Rl untuk periode pemeriksaan tahun
2005-2008. Dari sumber data tersebut, data jumlah
pravinsi, kota dan kabupaten di Indonesia yang berhasil
dikumpulkan peneliti adalah sebagai berikut ini.

Tabel |
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di
Indenesia dalam website BPK RI
periode 2005-2008
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Tabel 1
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia
dalam website BPK Rl periode 2005-2008

Total 2005 s.al.

Daerah 2005 2006 2007 2008 2008
Provinsi 2 32 313 3 131
Kabupaten 192 259 339 350 [.140
Kola 66 72 83 88 W
Jumlah 200 363 455 472 L.SBO

Sumber: Hasil Pengolahan Data

l Dari data di atas, diperoleh populasi sebanyak

|.580 daerah provinsi, kota, dan kabupaten di Indone-
sia yang telah diperiksa BFK Rl pada tahun 2005-2008.
Sedangkan, data yang akan digunakan oleh peneliti se-
bagai sampel adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang telah diaudit oleh BPK pada
tahun 2005-2008 serta dinyatakan mempunyai pendapat
wajar dan pendapat wajar dengan pengecualian, Data
mengenai pendapat BPK terhadap laporan keuangan

provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia tersebut
dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 2
Pendapat BPK Rl terhadap Laporan Keuangan
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di
Indonesia periode 2005-2008

Total 2005
Dacrah  Pendapat 2005 2006 2007 2008 2 d 2008
Provinsi  fidak menyatakan 1 1 4 7 13
Ak
Tﬁm:r ? 1 4 3 10
Wajar 3 S b
wajar de'liua': o IR | I |+ ]
pengecusian
Lairein® ST il T a
Kota lickak, rmenyatakan 1 1 1 13 *
pendzpal
ticlak wajar ] 2 2 8 13
Wajar ] 6 1. 2 14
wajar dengan oM W 4 X6
engecualian
Faﬁﬁ: i 9 13 1T 47
Kabupaten tidak meryatakan 5 14 85 83 157
pendapal
tidak wajar 7 T 18 40 T
Wajar n & 2 1 P
wajar dengan B8 168 AN 1B T2
pengecualian
Lain-lain 17 6 6B H 178
Jumlah 20 W 4% 42 150

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Dari data di atas, diperaleh sampel sebanyalk 41
provinsi, kota, dan kabupaten yang diberi pendapat wajar
dan 996 provinsi, kota, dan kabupaten yang diberi
pendapat wajar dengan pengecualian eleh BPK sehingga
total ada 1037 provinsi, kota, dan kabupaten. Mamun,
dari 1.037 dacrah tersebut, hanya 228 daerah yang layak
dijadikan sampel karema daerah-daerah itulah yang
memiliki nilai DAY, PAD, dan belanja daerah yang nor-
mal. Data sejumlah 228 tersebut dikelompaokkan menjadi
4 tahun sehingga ada 57 daerah provinsi, kota dan
kabupaten yang menjadi sampel dalam penelitian ini
Daerah yang memiliki nilai DAL, PAD, dan belanja daerah
yang ekstrim tidak disertakan dalam penelitian ini. Data
yang diambil dari sampel tersebut berupa data DAL,
PAD dan Belanja Daerah. Data mentah mengenai DAL,
FAD dan Belanja Daerah dapat dilihat dalam lampiran
|. Selanjutnya, sampel data dari 57 daerah yang dapat
dilihat dalam lampiran 2 diclah dengan menggunakan
analisis regresi sederhana dan berganda.

1 Deslaripsi Statistik

Peneliti kemudian mengadakan pengelahan data
mentah yang ada pada lampiran 2. Sebelum diolah, data
tersecbut (total DAL, PAD, dan Belanja Daerah)
dikonversi ke dalam milyar rupiah. Hal ini dilakukan
untuk memudahkan pengolahan data. Hasil analisis
deskriptif dapat dilihat sebagai berikut ini.

Tabel 3
Hasil Deskripsi Statistil
Std.

M Minimum  Maximum  Mean  Devialion
Bidanja 28 12332 Br4m 3435 15198
| Drana Alokasi 28 S8 G A5 12195
|leum|:DﬁL|}
Pendapatan Asli - 228 105 14037 3315 HN
[raerah (PAD)
Valid M 2
(lstaze)

.Eumhr&r' Hasil F;-.'r-ngnlahz-ln Data

I Lain-lain melipuzi laperan keuangan auditan yvang tidak disertal dengan halaman pendapat atau mempunyal data yvang eidak lenglkap
actau rusak, kerusakan celknls saat menguplead data, laporan keuangan daerah dengan tujuan cercentu (SP1, Kiner|a. Pllkada), dan
Laporan Keuangan Perusahaan Daerah.
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Hasil pengalahan data menunjukkan adanya 228
daerah dengan Belanja minimum sebesar Rp.123.310.
000.000,- dan maksimum sebesar Rp.874.870.000.000.-
. Rata-rata Belanja yang diambil sebesmr Rp.374.350.
000.000,-. Minimum DAL sebesar Rp.5%.820.000.000,-
dan maksimum DAU sebesar Rp.694.210.000.000,. Rata-
rata DAL sebesar Rp.277.150.000.000,-. Sementara itu,
minimum PAD sebesar Rp.7.050.000.000,- dan
maksirmum PAD sebesar Rp. | 40.370.000.000.-.Rata-rata
FPAD sebesar Rp.33.150.000.000,-.

B. HASIL ANALISIS DATA

. Pengujian Asumsiklasik
a Uji Normalitas

Uji Normalitas (Ghozali, 2006: | 10) bertujuan un-
tuk menguji apakah dalam model regresi, variabel peng-
ganggu atau residual memiliki distribusi nermal. Sepert
yang telah diketahui, uji t dan F mengasumsikan bahwa
nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi
ini dilanggar, uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah
sampel kecil. Data yang baik adalah data yang memenuhi
asumsi normalitas atau berdistribusi normal. Pada pene-
litian imi, uji nermalitas dilakukan dengan menggunakan
uji Kolmogorov-5mirnov, Dalam uji Kolmogorov-Smir-
nov,data dikatakan berdistribusi nermal apabila lebib besar
daripada angka signifikansi 0,05 begitu pula sebaliknya.
Hasil uji narmalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4
Hasil Uji Mormalitas Data
One-5ample Koelmogorov-Smirnov Test

Unstandardized

Residual

M 225
Mormal Parameters (a.b) Mean 0000000
Std Dewiation 4115969911

Mozt Extreme Difterences Absolute 0&1
Positive 108

Megative -0

Kolmogaroy-Smimoy Z 123
Asymp. Sig (tailed) 047

g. Test digtnbution & Nomal.
b Calculated from data.
Sumber: Hazd Pengolzhan Data

Tabel hasil pengujian normalitas menunjuklkan
angka signifikasi lebih dari 0.05 maka dapat disimpulkan
data terdistribusi normal.

b Uji Multikolinieritas

Uji Multikolonieritas (Ghozali, 2006: 91) bertu-
juan untuk menguji apakah model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen).
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi
di antara variabel independen. |ika variabel independen
saling berkerelasi, variabel-variabel ini tidak artagonal.
Wariabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai
korelasi antar sesama variabel independen sama dengan
nel. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau
tidaknya multikolinieritas di dalam penelitian ini adalah
dengan melihat nilai tolerance dan ViFnya, Jika nilai tol-
erance > (.10, atau nilai VIF < 10, dapat disimpulkan
tidak terjadi multikolinieritas. Hasil pengujian terhadap
multikolinieritas dapat dilihat pada mbel berikut ini.

Tabel 5

Hasil Uji Multikolinieritas

Vanahe Tolerance  VIF K.eterangan

Dana Alokasi

Urniirm (DALY O07% 1263 Tidak terjadi multikalinieritas
Pendapatan

Ash Daersh (PAD) 0792 1263 Tidak tenadi multikolinertas

Sumber Hasil Pengolahan Data

Tabel hasil pengujian multikolinieritas menunjulk-
kan angka tolerance 0.792 (lebih dari 0.10) danVIF 1.263
{kurang dari 10). Kesimpulan yang dapat diambil dari uji
multikalinicritas adalah bahwa tidak terjadi multikolini-
eritas antar variabel independen.

[ Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi (Ghozali, 2006: 95) bertujuan me-
nguji apakah dalam meodel regresi liniear ada korelasi an-
tara kesalahan pengganggu pada pericde t dengan kesa-
lahan pengganggu pada periode t-| {sebelumnya). Dalam
penalitian ini, pengujian autokorelasi dilakukan dengan
Runs-Test. Data dikatakan memenuhi asumsi autokorelasi
jika nilainya lebih dari 0.05. Hasil pengujian terhadap
autokorelasi dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Tabel &6
Hasil Uji Autokorelasi dengan Runs-Test
Unstandardized
R.esidual
Test Value (a) -2.07368
Cases < TestValue |14
Cases >= TestValue |14
Total Cases 228
Mumber of Runs |10
al -.BA4
Asymp. Sig. (2-talled) 507
a. Median

Sumber; Hasil Pengolahan Data

Tabel hasil pengujian autckorelasi dengan Runs-
Test menunjukkan angka signifikasi lebih dari 0.05 maka
dapat disimpulkan data bebas autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas (Ghozali, 2006: 105) ber-
tujuan menguji apakah dalam meodel regresi terjadi keti-
daksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pe-
ngamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lain berbeda, hal itu disebut hetercske-
dastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi hete-
roskesdatisitas. Hasil pengujian terjadi tidaknya heteros-
kedastisitas dapat dilihat pada grafik scotterplot berilut ini.

Scatterplot
3I[;!E|::er1mant Variable: BLMNJ

Y

2 A 0 1 : 3 .

Regression Standardiped Predicied Value

Grafik | Scatterplot

Drari grafik scatterplot di atas, dapat dilihat bahwa
tidak terdapat pola yang jelas serta tidak dijumpai titik-

titik mengumpul di atas dan di bawah angka 0 pada surmbu
T, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas.

X Pengujian Hipotesis

Pengujian pengaruh DAL terhadap Belanja
Daerah dilakukan dengan dua model regresi, baik regresi
tanpa lag maupun regresi dengan lag | tahun sampai 3
tahun. Regresi tanpa lag digunakan untuk menguji
pengaruh DALZOOE terhadap Belanja Daerah 2008,
Sedangkan regresi dengan lag digunakan untulk menguji
pengaruh DAUZ007 terhadap Belanja Daerah 2008,
pengaruh DAUZ006 terhadap Belanja Dacrah 2008,
pengaruh DALU200S terhadap Belanja Daerah 2008, Hasil
kedua model regresi dapat dilihat sebagai berikut pada
tabel 7.

Dari hasil pengujian di atas dapat diketahui bahwa
DAL berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja
Daerah, baik yang dilakukan tanpa lag maupun dengan
lag | tahun sampai 3 tahun. Hasil tersebut konsisten
dengan hasil penelitian Sulistyawan (2004) yang
menyatakan bahwa DAL berpengaruh signifikan positif
terhadap Belanja Daerah tanpa log maupun dengan lag.
Ketika kedua regresi dibandingkan dipereleh nilai t dan
adjusted R*yang lebih besar pada regresi tanpa lag. Hal
ini menjelaskan bahwa daya prediksi DAU tahun-tahun
sebelumnya terhadap Belanja Daerah tahun ini kurang
baik bila dibandingkan dengan daya prediksi DAL tahun
ini terhadap Belanja Daerah tahun ini,

Pengujian pengaruh PAD terhadap Belanja
Daerah juga dilakukan dengan dua model regresi, yaitu
regresi tanpa log dan regresi dengan lag | tahun sampai
3 wmhun. Regresi dengan lag digumakan untuk menguji
pengaruh PAD2007 terhadap Belanja Daerah 2008,
pengaruh PAD200&6 terhadap Belanja Daerah2008,
pengaruh PAD2005 terhadap Belanja Daerah 2008. Hasil
model regresi tanpa lag dan dengan fog dapat dilihat
sebagai berikut pada tabel 8.

Dari hasil pengujian di atas dapat diketzhui bahwa
PAD berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja
Daerah, baik yang dilakukan tanpa lag maupun dengan
lag. Hasil tersebut kensisten dengan hasil penelitian
Sulistyawan (2004} yang menyatakan bahwa PAD
berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Diaerah
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Tabel 7

Hasil Regresi Pengaruh DAU terhadap Belanja Daerah
Variabel b thit F probabilitas Adj. R2

Rearesi lanpa lag

Pengaruh DAURI0A terhadap  (Constanty 74 5RG 3210 378797 0007 °

Refanja Dacrah 008 DAL 1171 19463 0000 0

Regresi dengan fag 1 1ahun

Pengaruh DAURIOT terhadap  (Constanty 34096 3.2 28/ 552 0000 *

Befanja Daerah 2008 DALY 123 16957 0.000 " 0837

Regresi dengan lag 2 1ahun

Pengaruh DAURI06 terhadap  (Constant) 131.698 5079 233.530 0.000°

Belanja Daerah2008 DAUZ006 1739 15282 0.0:00 0.806

Regresi dengan /ag 3 tahun

Pengaruh DALZD0S terhadap  (Constant) 43047 4530 140310 0000

Betanja Daerah2008 DAU2005 179 121437 0.000 " 0.723

“signifikan pada a = 1% Sumber Hasi Pengolatan Data

Tabel 8

Hasil Regresi Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah
Variabel b thit F probabilitas R2

Heagresi fanpa lag

Pengaruh PAD200E terhadap  (Constant) 389.244 13.75 2h615 0000°

Belanja Daerah 2000 PADMNE 2773 5061 Q000 0305

Regresi dengan fag 1 t@hun

Pengaruh PADOOY terhadap  (Constant) 398643 13845 21370 0000 "

Belanja Daerah 2008 PADZMT 2807 44623 0000 0.267

Fegresi dengan fag 2 ahun

Pengauh PAMO0G terhadap  (Constant) 411664 15073 19367 0000

Relanja Taerah? (08 PAIEN0G 3159 4401 0000~ 0247

Rogresi dengan fag 2 tahun

Pengaruh PAD200S terhadap  (Constant) 407 401 14632 19799 0000

Belanya Daerah 2008 PADNNG 3787 445 0.0 0.251

i signifikan pada a = 1% Sumber Hasi Pengolahan Data

Tabel 9

Hasil Regresi Berganda Pengaruh DAU

dan PAD terhadap Belanja Daerah

Variabel b thit
(Constant) 74510 3.600
DAU2008 1067 17848
PAD2008 0916 3.903

probabilitas

0.001

0.000 *
0.000 =

tanpa lag maupun dengan lag. . Ketika
kedua regresi dibandingkan diper-
oleh nilai t dan adjusted R’ yang lebih
besar pada regresi tanpa lag. Hal ini
menjelaskan bahwa daya prediksi
FAD tahun-tahun sebelumnya terha-
dap Belanja Daerah tahun ini kurang
bailk bila dibandingkan dengan daya
prediksi PAD tahun ini terhadap
Belanja Daerah tahun ini.
Pengujian terhadap pengaruh
DAL dan PAD terhadap belanja
daerah secara bersama dilakukan de-
ngan regresi berganda. Hasil regresi
berganda terhadap data tahun 2008
adalah sebagai berikut pada tabel 9.
Persamaan regresi yang
dipercleh adalah sebagi berikut ini.
Y =74510+ 1067 X +0.916X
Dimana,
Y = Belanja Daerah,
X, = Dana Alokasi Umum (DAL,
dan
X, = Pendapatan Asl Daerah (PAD).

Hasil uji ANOVA menunjuk-
kan F hitung sebesar 246,028 dengan
tingkat signifikansi 0.000. Tingkat
probabilitasnya lebih kecil dari 0.05
maka dapat disimpulkan bahwa
kedua variabel (baik DAL maupun
FAD) secara signifikan berpengaruh

terhadap Belanja Daerah.
Koefisien DAL sebesar | 067

dengan angka signifikansi 0.000

menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif secara
signifikan terhadap belanja daerah. Keoefisien DAU
sebesar |.067 juga menunjukkan setiap kenaikan DAL

sebesar Rp. 1.000,- akan meningkatkan belanja daerah
sebesar Rp.1.067,-. Keoefisien PAD sebesar 0.916 dengan

angka signifikansi 0.000 menunjukkan bahwa PAD
berpengaruh positif secara signifikan terhadap belanja

Ad). B2 = 0.897 F = 246,028F = 0.000*

*slgnifilcan pada a = | % Sumber: Hosll Pengolohan Dato

daerah. Koefisien PAD sebesar 0.916 juga menunjukkan

setiap kenaikan PAD sebesar Rp. 1.000,- akan

meningkatkan belanja daerah sebesar Rp.%16,-



FUMNGS AMALISA RASIO UNTUK MEWLILIDKAN EFEKIVITAS PENERIMAAN DAERAH Study Kasus Kabupaten Marauke

Dalam anmalisis regresi berganda, yang digunakan
sebagai koefisien determinasi adalah adjusted R*. Dalam
penelitian ini, koefisien determinasi sebesar 0.897 maka
dapat disimpulkan babwa B9.7 % besar Belanja Daerah
dijelaskan oleh variabel DAU dan PAD. Sedangkan 10.3

% discbabkan oleh faktor-faktor yang lain.

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini mereplikasi penditian Sulistyawan
(2004} yang menggunakan analisis regresi sederhana dan
berganda untuk menguji pengaruh DAU dan PAD
terhadap belanja daerah.Ada tiga variabel yang diuji, yaitu
belanja daerah sebagai variabel dependen, DAL dan PAD
sebagai variabel independen. Pengujian yang dilakukan
adalah pengujian asumsi klasik dan pengujian hipotesis.
Dari pengujian asumsi klasik, dapat diketahui bahwa uji
normalitas, uji multikolinieritas, uji autokeorelasi, maupun
uji heteroskedastisitas telah terpenuhi,

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini,
didapat bukti empiris yang mendukung hipctesis la yang
menyatakan bahwa DAL berpengaruh terhadap belanja
daerah. Bukti empiris juga mendukung hipotesis Ib
sampai |d yang menyatakan bahwa DAU tahun-tahun
sebelumnya berpengaruh terhadap belanja daerah. Keti-
ka dibandinghkan, regresi tanpa lag lebih kuat dalam mem-

pengaruhi belanja daerah dibandingkan regresi dengan
lag. Hal ini menunjuklan bahwa DAL tahun ini lebik
berpengaruh terhadap belanja daerah dibandingkan DAL
tahun lalu. Hasil ini konsisten dengan penelitian Sulistya-
wan (2004) yang menyatakan bahwa DAL berpengaruh

signifikan terhadap belanja pemerintah daerah, baik
dilakukan regresi dengan atau tanpa log. Hal ini
menegaskan bahwa semakin besar DAU, semakin besar
pula jumlah belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan.
Hasil pengujian hipotesis juga mendukung hipo-

tesis 2a yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh
terhadap belanja daerah. Hasil pengujian menunjulckan
bahwa PAD secara statistik berpengaruh positif secara
signifikan terhadap belanja daerah, yang ditunjukkan de-
ngan probabilitas < 0,05 yaitu 0.000. Hipotesis 2b sampai
2d juga didukung cleh hasil penelitian ini, yang menyata-
kan babwa PAD tahun-tahun sebelumnya berpengaruh
terhadap belanja daerah. Ketika dibandingkan, regresi
tanpa lag lebih kuat dalam mempengaruhi belanja daerah

dibandingkan regresi dengan lag. Hal ini menunjukkan
bahwa PAD tahun ini lebih berpengaruh terhadap belanja
daerah dibandingkan PAD tabun lalu. Hal ini konsisten
dengan penclitian Sulistyawan (2004) yang menyatakan
bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja
pemerintah daerah, baik dilakukan regresi dengan atau
tanpa lag. Hal tersebut menjelaskan bahwa semakin
besar perolehan PAD suatu daerah, maka semakin besar
pula jumlah belanja pemerintah daerah tersebut.

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pengaruh
DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada
pengaruh PAD terhadap belanja daerab didukung sleh
bukti empiris dalam penelitian ini. Koefisien DAL (1.067)
lebih besar daripada koefisien PAD (0.916) sehingga dapat
disimpulkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja
daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap
belanja daerah. Hal ini sejalan dengan data di lapangan
yang menunjukkan bahwa banyak daerah masih
tergantung dengan dana yang dikucurkan oleh pemerintah
pusat (Antara News, 28 Oktober 2009; Bisnis Indonesia,
24 November 2009; Solopos, 16 Desember 2009).

Meskipun otonomidaerah sudah dilakukan selama
kurang lebih sembilan tahun, kenyataan menunjukkan
bahwa pemerintah daerah belum dapat sepenuhnya lepas
dari pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga
daerah (Mahendra, 2009). Pada tahun 2001, setahun
setelah dilakukan otonomi daerah, dari |3 daerah yang
diteliti oleh Lembaga Kajian Otonomi Daerah Suara
Merdeka (LKOD-5M), tidak ada daerah pun yang kon-
tribusi PAD-nya mencapai 10 % dari total APBD (Suara
Merdeka, 26 juli 2005). Beberapa tahun berikutnya, pada
tahun 2009, dari 33 provinsi serta 452 kabupaten dan
kota yang diteliti, besarnya PAD suatu dacrah pada
umumnya hanya dapat menyumbang 7,4 % dari seluruh
anggaran belanja daerah masing-masing. Data itu
menunjukkan bahwa 92.6% anggaran belanja daerah
dibiayai cleh Dana Perimbangan (Sitchamg, 2009). Dari
pembahasan ini, dapat disimpullan bahwa pemerintah
daerah belum secara serius mengembangkan PAD dan
masih sangat bergantung kepada transfer pemerintah
pusat. Selama ini pemerintah daerah sibuk meningkatkan
FAD dengan cara menaikkan atau menggalakkan pajak
yang justru akan semakin membebani masyarakat.
Peningkatan PAD yang baik harus tetap memperhatikan
pemenuhan kebutuhan publik.
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BAB V
KESIMPULAN, SARAN,
KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

A. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh DAL
dan PAD terhadap belanja daerah provinsi, kota, dan
kabupaten di Indonesia. Sampel penelitian yang dipunakan
adalah laporan keuvangan dari 228 provinsi, kota, dan
kabupaten di Indonesia yang dikelompokkan dalam 4 @hun.
Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh BPK Rl serta
diberilan pendapat wajar dan wajar dengan pengecualian.
Cara untuk mendapathan laporan tersebut dilabulan dengan
mengunduh dan website BPK Rl www.bplego.id.

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan angka
Kelmogorov-5mirnov 0.97 sehingga dapat disimpulkan
bahwa data terdistribusi secara nermal. Uji multikeolinie-
ritas menunjukkan angka toleransi 0,792 dan VIF 1.263
mendukung kesimpulan yang menyebutkan asumsi multi-
kolinieritas terpenuhi. Uji autockorelasi menghasilkan
angka Runs-Test 0.507 yang menunjukkan bahwa asumsi
autokeorelasi juga terpenuhi. Uji heteroskedastisitas yang
ditunjuldean oleh grafilk scatterplot menunjulkan tidak
terjadinya heteroskedastisitas.

Hasil pengujian hipotesis |amenunjukkan bahwa

DAL berpengaruh positif secara signifikan terhadap
belanja dacrah. Hasil pengujian hipotesis |b sampai Id
menunjukkan bahwa DAL tahun-tahun sebelumnya

berpengarub terhadap belanja dacrah. Ketika dibanding-
kan, regresi tanpa lag lebih kuat dalam mempengaruhi
belanja daerah dibandingkan regresi dengan lag. Hal ini
menunjukkan bahwa DAU tahun ini lebih berpengaruh
terhadap belanja daerah dibandingkan DAL tahun lalu.

Hal inimengindikasikanbahwapemerintah daerah kurang
berhati-hati dalam menyusun anggaran belanjanya dan

kurang mengambil pelajaran dari realisasi anggaran tahun
yang telah lalu. Hasil penelitian ini konsisten dengan
pendlitian Sulistyawan (2004) yang menyatakan bahwa

DAL berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah
daerah, baik dilakulkan regresi dengan atau tanpa lag. Hal
ini menegaskan bahwa semakin besar DAL, semakin besar
pulajumlah belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan.
Hasil pengujian hipotesis juga mendukung hipo-

tesis 2a yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh ter-

hadap belanja daerah. Hasil pengujian menunjukkan bah-
wa PAD secara statistik berpengaruh positif secara signi-
fikan terhadap belanja daerah, yang ditunjukkan dengan
probabilitas < 0.05 yaitu 0.000. Hipetesis 2b sampai 2d
juga didukung cleh hasil penelitian ini, yang menyatakan
bahwa PAD tahun-tahun sebelumnya berpengaruh
terhadap belanja daerah. Ketika dibandingkan, regresi
tanpa log lebih kuat dalam mempengaruhi belanja daerah
dibandingkan regresi dengan lag. Hal ini menunjukkan
bahwa PAD tahun ini lebih berpengaruh terhadap belanja
daerah tahun ini dibandingkan PAD tahun-tahun lalu
Terdapat indikasi bahwa pemerintah daerah kurang
berhati-hati dalam menyusun anggaran belanjanya dan
kurang mengambil pelajaran dari realisasi anggaran tahun
yang telah lalu. Hasil ini menunjukkan kesesuaian dengan
yang diungkapkan oleh Sulistyawan (2004). DAL
berpengaruh signifikan terhadap belanja pemerintah
daerah, baik dilakukan regresi dengan atau tanpa lag.
Semakin besar DAU maka semakin besar pula jumlah
belanja pemerintah daerah yang dikeluarkan.

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pengaruh
DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada
pengaruh PAD terhadap belanja daerah didukung aleh
bukti empiris dalam penelitian ini. Koefisien DAL lebik
besar daripada koefisien PAD schingga dapat disimpulkan
bahwa pengaruh DAL terhadap belanja daerah lebih besar
daripada pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Hal ini
menunjukkan bahwa banyak daerah masih tergantung
dengan dana yang dikucurkan cleh pemerintah pusat dan
pemerintah dacrah belum dapat sepenuhnya lepas dari
pemerintah pusat di dalam mengatur rumah tangga
daerah.. Tambahan pula, selama kurang lebih sembilan
tahun pelaksanaan otonomi daerah, data menunjukkan
bahwa belum ada perkembangan yang signifikan atas usaha
pemerintah daerah untuk membangun kemandirian
keuangan daerah. Porsi PAD yang merupakan salah satu
komponen kemandirian daerah ternyata belum mampu
ditinglatlkan oleh pemerintah daerah, apalagi untuk
menutup pembelanjaan pemerintah daerah.

B. KETERBATASAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menga-
lami beberapa keterbatasan, seperti berikut ini.
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1. Data DAL, PAD dan belanja daerah pada
beberapa daerah mempunyai nilai yang sangat eks-
trim, sehingga data seperti itu harus dihilangkan
dalam penelitian. Hal ini mengakibatkan berku-
rangnya sampel penelitian,

2 Variabel independen yang digunakan dalam
penelitian ini terbatas pada DALl dan PAD.Peneliti
belum menguji variabel independen lain yang
mungkin berpengaruh terhadap belanja daerah

3 Beberapa data gagal untuk diunduh, Hal tersebut ke-
mungkinan disebabkan oleh kesalahan teknis saat pe-
ngunggahan ataupun pengunduhan. Beberapa data yang
berhasil diunduh tidak lenghap, tidak disertai halarman
pendapat, dan terdapat angla-angla yang hilang.

4 Data yang diunduh sewaktu-walktu dapat berubah
karena terjadi penambahan atau pengurangan
data oleh webmaster BPK. Oleh karena itu,
peneliti membatasi waktu pengunduhan yaitu

mulai | Mei -30 Mei 2009,
C. SARAN

I Penelitian di bidang serupa hendaknya dilakukan
secara berkelanjutan sehingga menghasilkan bukt
empiris yang cukup akurat sehingga dapat
memberikan kontribusi pada bidang akuntansi.

2 Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas
variabel-variabel independen (selain DAL dan
PAD) yang tercantum dalam laporan realisasi
anggaran dacrah, yang kemungkinan mempunyai
pengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

3. Beberapa data tidak dapat diunduh dengan sem-
purna. Kemungkinan hal ini terjadi karena data
tidak sempurna ketika diunggah. Pengelola web-
site disarankan untuk memperbaiki kerusakan
sehingga data dapat digunakan oleh masyarakat
yang membutuhkannya. Pengguna data juga
mempunyai kewajiban untule memberikan saran

kepada pengelala website sehingga mereka dapat
meningkatkan pelayanan publik.

D. IMPLIKASI

Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh DAU
dan PAD tahun ini lebih kuat daripada pengaruh DAL
dan PAD tahun-tahun sebelumnya terhadap belanja
daerah. Indikasi yang muncul adalah pemerintah daerah
kurang berhati-hati dalam menyusun anggaran belanjanya
dan kurang mengambil pelajaran dari realisasi anggaran
tahun yang telah lalu.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pe-
ngaruh DAL lebih besar daripada PAD terhadapbelanja
daerah. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesa-
daran pemerintah pusat untuk lebih giat menggali infor-
masi mengenal potensi daerah dalam mengoptimalkan
FAD-nya. Tujuannya adalah mendoreng kemandirian dae-
rah dalam pelaksanaan otenomi daerah. Pemerintah dae-
rah diharapkan juga melakukan hal yang serupa dengan
mendorong upaya meningkatkan potensi daerah dan me-
ningkatkan PAD-nya. Pemerintah daerah diharapkan tidak
terlena dengan pemberian dana dari pusat karena hal
tersebut menjadikan pemerintah daerah tidak kreatif
dalam memaksimalkan PAD-mya. PAD dapat ditingkatkan
dengan cara memanfaatkan potensi-potensi daerah, misal-
nya dari pajak dan retribusi yang sewajarnya dari berbagai
bidang. Pajak dan retribusi yang tinggi dalam jangka
pendek mungkin mampu meningkatkan PAD, namun tidak
dalam jangka panjang. Pajak dan retribusi yang tinggi justru
akan membebani masyarakat sehingga tujuan peningkatan
PAD dalam jangka panjang tidak dapat tercapai.

Peneligan ini juga dibarapkan juga mampu mendorong
pemerintzah daerah untuk menciptakan suasana kondusif yang
akan memunculkan peluang-peluang usaha baru dan
merangsang pertumbuhan sektor riil. Suasana yang kondusif
akan sangat berpengaruh dalam menarik para investor untuk
datang dan menanamlkan modal di daerah tersebut
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